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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam mengatasi pencemaran lingkungan di
kawasan industri, dengan fokus pada limbah industri yang memengaruhi kualitas
air di sungai-sungai sekitar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari tiga
kelompok informan: staf DLH, perwakilan perusahaan industri, dan masyarakat
sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin
dengan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan perusahaan dengan
potensi pencemaran tinggi. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan
sumber daya manusia, kurangnya partisipasi industri, dan koordinasi antarinstansi
yang belum optimal. Faktor-faktor seperti penerapan teknologi pengawasan,
kesadaran industri terhadap pengelolaan limbah, dan keterlibatan masyarakat
menjadi penentu efektivitas pengawasan. DLH juga telah menerapkan langkah-
langkah strategis, seperti penggunaan teknologi informasi, pemberian bimbingan
kepada industri, dan pembukaan kanal pengaduan masyarakat untuk
meningkatkan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun DLH
telah melakukan berbagai upaya, masih diperlukan perbaikan dalam koordinasi,
partisipasi pihak industri, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk
mendukung pengawasan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Lingkungan, Pencemaran Limbah, Dinas Lingkungan
Hidup, Kawasan Industri, Cimahi.

ABSTRACT
This study aims to analyze the supervision conducted by the Environmental Agency
(DLH) of Cimahi City in addressing environmental pollution in industrial areas, with a
focus on industrial waste affecting the water quality of nearby rivers. Using a
descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews,
observations, and documentation from three groups of informants: DLH staff, industrial

company representatives, and local communities. The findings indicate that



supervision is carried out routinely using a risk-based approach to prioritize companies
with high pollution potential. The main challenges include limited human resources,
lack of industrial participation, and suboptimal inter-agency coordination. Factors such
as the implementation of monitoring technology, industrial awareness of waste
management, and community involvement determine the effectiveness of supervision.
DLH has also implemented strategic measures, such as the use of information
technology, providing guidance to industries, and establishing public complaint
channels to enhance transparency. This study concludes that although DLH has made
various efforts, improvements in coordination, industrial participation, and public
awareness are still needed to support more effective and sustainable environmental
supervision.

Keywords: Environmental Supervision, Waste Pollution, Environmental Agency,

Industrial Area, Cimahi.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan utama
dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terutama di kawasan
perkotaan dengan aktivitas industri yang intensif. Kota Cimahi, yang terletak
di wilayah strategis Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu pusat industri
yang berkembang pesat. Namun, perkembangan ini diiringi dengan masalah
lingkungan yang semakin kompleks, mencakup pencemaran tanah, udara,
dan terutama air. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga
menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama di Kecamatan Cimahi
Selatan yang menjadi pusat konsentrasi industri (Dokumen Informasi Kinerja
Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi, 2019).

Sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Barat, Kota
Cimahi menghadapi tekanan besar dari aktivitas produksi yang
menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan. Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan, setiap pelaku industri diwajibkan untuk
mengelola limbah dengan baik, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.
Namun, data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menunjukkan

bahwa kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan masih sangat



rendah (Peraturan Daerah Kota Cimahi, 2004). Fenomena ini
memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang
dilakukan oleh DLH.

Pencemaran air merupakan salah satu isu utama yang mencolok di
kawasan ini. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan limbah air, Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan menyebutkan bahwa setiap pelaku industri wajib
mengelola limbah dengan baik, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang
telah ditetapkan. Baku mutu ini mencakup batasan konsentrasi bahan kimia
tertentu, seperti logam berat, yang diperbolehkan dalam air limbah yang
dibuang ke badan air. Selain itu, sanksi hukum berupa denda dan
pencabutan izin usaha juga dapat dikenakan bagi industri yang tidak
mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan wewenang kepada
pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap
pengelolaan limbah.

Sungai-sungai di Kota Cimahi, termasuk anak aliran Sungai Citarum,
telah mengalami kerusakan ekosistem yang serius akibat pembuangan
limbah cair dari industri tanpa pengolahan yang memadai. Limbah yang
dibuang ke badan air di Kota Cimahi beragam jenisnya, termasuk limbah cair
industri yang mengandung logam berat, bahan kimia berbahaya, dan
senyawa organik yang dapat mencemari kualitas air. Misalnya, limbah dari
industri tekstil yang mengandung pewarna sintetis dan bahan kimia
berbahaya lainnya, atau limbah dari industri pengolahan makanan yang
mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan eutrofikasi jika tidak
diolah dengan benar. Pengelolaan limbah cair industri yang tidak sesuai
standar ini berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Berdasarkan laporan DLH tahun 2023, lebih dari 75% industri
di kawasan ini belum memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan

(Ruswati, 2023).



Masalah pencemaran air ini menciptakan rantai dampak yang luas.
Secara ekologis, penurunan kualitas air menyebabkan kematian massal ikan
dan makhluk air lainnya, yang mengganggu keseimbangan ekosistem (Harefa
et al., 2024). Secara sosial, masyarakat di sekitar kawasan industri kerap
mengeluhkan perubahan warna air, bau menyengat, serta dampak
kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit bawaan
air lainnya (Harefa et al., 2024). Berdasarkan dokumen Informasi Kinerja
Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi (2019) penurunan kualitas air di
Cimahi patut diwaspadai. Hasil penelitian oleh Hermawan (2021) juga
menyatakan bahwa salah satu Sungai di Cimahi tergolong dalam kategori

tercemar berat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif
dan bersifat studi kasus secara kualitatif. Menurut Sugiyono (Fadli, 2021),
penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif karena data yang diperoleh dalam
bentuk kata kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.
Dengan menggumpulkan data atau informasi yang berupa hasil teks
wawancara, catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual
seperti foto, video, data dari internet. Bermaksud menggambarkan peristiwa
atau fenomena yang terjadi berdasarkan pada fakta dan objek penelitian.
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dskriptif yang digunakan
dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memahami dan
mengeksplorasi fenomena pada obyek yang akan di teliti, karena pencliti ikut
berpartisipasi di lapangan sehingga memperoleh pemahaman yang
mendalam dan menemukan sesuatu yang unik di dalam fenomena mengenai
Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Dalam Menggatasi

Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Industri.

PEMBAHASAN
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa



Barat, Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah dapat dilihat
pada Gambar Berikut. Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor
821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional, maka komposisi

jabatan struktural dan jabatan fungsional terlampir dalam SOTK yang baru.

B. Visi dan Misi

- Visi

MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

- Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,

berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,
profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik dengan 3 dimensi:

a. Dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara
eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara
pemerintahan dengan masyarakat.

b. .Dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang
dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun
masyarakat dan ketiga, perubahan kultural menyangkut
perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi
hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun
ekstra oganisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural
diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi.

C. Dimensi Tata Laksana Pemerintahan harus mampu
mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (good governance) dan
Pemerintahan yang Bersih (clean goverment), anti korupsi dan
bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of
law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus,

keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.



Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi
informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan
kemiskinan.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan.

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat

secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan,
pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian
perubahan iklim serta penaatan hukum lingkungan yang menjadi
kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan
memfasilitasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi,
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai
bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan
dan asset, kepegawaian, umum dan kehumasan, serta membantu
Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan admin  istrasi

keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan,



perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan
pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan
sistemakuntansi dan pelaporan keuangan juga ketatalaksanaan dan
kerumahtanggaan Dinas.
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
aspek tata lingkungan, meliputi inventarisasi dan perencanaan
lingkungan hidup, evaluasi dampak dan resiko kebijakan strategis
serta pencegahan dampak lingkungan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup, aspek pengendalian pencemaran
lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan udara,
pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian sampah, B3
dan LB3.
Kepala Bidang Bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim

Kepala Bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup, aspek konservasi lingkungan dan
pengendalian perubahan iklim, meliputi konservasi lingkungan dan
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim serta
pengembangan kapasitas dan kemitraan.
Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hidup, aspek penaatan hukum lingkungan, meliputi pengawasan,
pengelolaan pengaduan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian
sengketa, dan pidana lingkungan serta pengembangan instrumen

hukum lingkungan.



D.

E.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS
ORG CHANIFAR LISTYARIM MM
SEXRETARIS
DYAR AJUMI LUKITOSARLST. MT.MSC

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
( HIDAYAT SADIKIL 5.51)

SEKS! PENCADUAN DAN
PENAATAN HUXUM
LINGKUNGAN HIDUP

(M.TOHA.ST)

Perincian Profil DLH

1.

Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi merupakan
instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan dan
penegakan aturan lingkungan bagi perusahaan serta industri di
wilayah Kota Cimahi. DLH tidak membuat kebijakan sendiri,
tetapi bertugas memastikan bahwa perusahaan dan industri
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, serta berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

(Permen LH) yang relevan.



Jumlah Perusahaan di Kota Cimahi

Di Kota Cimahi terdapat total 816 perusahaan, yang terdiri
dari berbagai kategori, yaitu:

- 223 perusahaan industri

- 10 rumah sakit

- 47 klinik

- Sektor lainnya, termasuk SPPL, retail, perumahan, serta usaha
kecil dan menengah (UKM)

Dari jumlah tersebut, sebanyak 280 perusahaan (terdiri
dari industri, rumah sakit, dan klinik) termasuk dalam kategori
wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi Lingkungan

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, status kepatuhan
perusahaan terhadap aturan lingkungan hidup adalah sebagai
berikut:

- Perusahaan yang telah mematuhi peraturan perundang-
undangan atau aturan pemerintah: +172 perusahaan (data
bersifat dinamis).

- Perusahaan yang belum taat dalam pengelolaan lingkungan
hidup: 108 perusahaan dari total 280 perusahaan yang wajib
melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan Hukum dan Sanksi Lingkungan Tahun 2024

Selama tahun 2024, DLH Kota Cimahi telah mencatat
beberapa tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran
lingkungan hidup, di antaranya:

- Jumlah perusahaan yang terkena sanksi: 7 perusahaan

- Jumlah perusahaan yang telah menyelesaikan sanksi dan
kembali sesuai aturan: 2 perusahaan
Penegakan hukum ini dilakukan dengan mengacu pada

regulasi lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan di

tingkat pusat dan daerah.



Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan

aturan lingkungan, DLH Kota Cimahi mengacu pada beberapa

regulasi utama, antara lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang mempengaruhi
regulasi lingkungan

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang

relevan

Regulasi ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam
melaksanakan program pengelolaan lingkungan, sekaligus menjadi
dasar bagi DLH dalam melakukan pengawasan serta pemberian
sanksi bagi pelanggar.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara
mendalam yang melibatkan tiga kelompok informan yang memiliki
keterkaitan langsung dengan pengawasan lingkungan di kawasan
industri. Informan pertama berasal dari perwakilan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, yang memiliki tanggung
jawab dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
dampak lingkungan, khususnya kualitas air sungai yang sering
menjadi perhatian utama. Informan kedua adalah pihak dari
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri, yang
dapat memberikan wawasan terkait dengan upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh industri dalam mengelola limbah dan dampak
lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Sementara itu,
informan ketiga berasal dari masyarakat sekitar kawasan industri

yang merasakan langsung dampak dari kegiatan industri, baik dari



segi kualitas lingkungan hidup maupun kebijakan pengawasan
yang diterapkan.

Setiap informan memberikan pandangan yang berbeda
namun saling melengkapi, yang memungkinkan peneliti untuk
mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
tantangan dan hambatan dalam pengawasan pencemaran
lingkungan di kawasan industri tersebut. Fokus utama dari
wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait kualitas air
sungai di kawasan industri, yang dianggap sebagai salah satu
indikator utama kondisi lingkungan, serta mengidentifikasi
berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan
dan penegakan hukum terkait pencemaran tersebut. Berdasarkan
hasil wawancara, terdapat berbagai persepsi yang mencerminkan
tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok informan
dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan pencemaran

lingkungan.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Industri
Kota Cimahi, terutama terkait dengan pembuangan limbah industri ke
sungai-sungai sekitar, memerlukan perhatian serius dari Dinas Lingkungan
Hidup Kota Cimahi. Meskipun DLH telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan, sejumlah hambatan seperti
keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta kurangnya
partisipasi dari pihak industri, masih menjadi tantangan utama. Oleh karena
itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara DLH, instansi terkait, serta
masyarakat untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan
pencemaran lingkungan yang lebih terkontrol.
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